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ABSTRAK

Derajat kesehatan yang optimal akan mempengaruhi kualitas kehidupan baik individu, keluarga, dan masyarakat. Hal ini diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak warga negara dan tanggung jawab negara. Sebagai bentuk upaya untuk mencapai harapan tersebut, Pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti telah ditegaskan dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD ’45 bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Namun hingga saat ini Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku masih belum memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan.
Penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang  bersifat  deskriptif  analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan tersier, kamus, ensiklopedia, dan  Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan  pendapat-pendapat  para  sarjana,  yang kemudian  dianalisis serta  menarik  kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalis data sekunder tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur segala hal tentang praktik dan pelayanan kebidanan belum memberikan kepastian terhadap penyelenggara pelayanan kebidanan karena masih ada ketimpangan dengan pelaksanaan yang menimbulkan dilema bagi bidan dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya.
ABSTRACT

Health Status of public has a great impact on the quality of life to a person himself, a family, and citizens. This statement has been constitutionally recognized within the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 as a citizens’ right and also the responsibility of country. In order to make it happens, the government provides health facilities as has been mentioned in article 34 verse 3 the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 that the country has responsibility to provides decent health and public facilities. Therefore, up until now the related laws and regulations could not provide legal certainty in the process of health services. 

This is an analytical descriptive research that describes some facts in secondary datas (existing data) in the form of primary, secondary, and tertiary laws and regulations. The writer uses normative juridical method, that uses secondary database as the related laws and regulations, theories of laws, and experts’ opinions that be analized and concluded from some problems. 

The conclution of this research shows that the health services especially midwifery related laws and regulations can not provide legal certainty to the midwifery practitioner. There still is a gap between what supposed to happen and the reality, so that become a dilemmatic situations for midwives to do their job as a professional health practitioner.  
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